PUTUSAN
Momor 1621/Pdt. G/2016/PA. Tmk

as a1 4 s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalamn sidang majefis telah menjatubkan
putusan perkara cerai talak antara:

I rmur 63 tahun, agama Isfam,

pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ot
Kp. Cidahu RT.03 RW. 03 Kejurahan Sukaiaya Kecamatan
Purbaratu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada SAHAL AYNAN, SH., Advckat / Penasehat
Hukum yang berkantor di JI. Asrama Nyantong, Gang Pemuda
No. 82 Rt. 62 Rw. 07, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang,
Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24
Oktober 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomaor
17968/Req K2016/PA. Tmk. tanggal 27 Oktoher 2016, sebagai
Pemohon;
melawan

_ umur 61 tahun, agama Istam, pekerjaan |bu
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cicurug
RT.01 RW. 05 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kola
Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemchon serta memerksa bukti-bukt di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober
20156 telah mengajukan pemohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
162 1/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 27 Ckiober 20116, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perikahan dengan Temohon pada
tanggal 5 buian Oktober tahun 1978 dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan, sebagaimana termyata dengan Kutipan Akta Nikah No.
1074/16/X1978 tertanggal 5 Oktober 1978 yang dikeluarkan cleh Kantor
Urusan Agama Kec. Tasikmalaya:

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohen dengan Termohon
permah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan fumah
tangga amtara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang felah
berlangsung kurang lebih 38 tahun dan telah dikaruniat tujuh orang anak;

3. Bahwa akan tetapi sejak 2002 rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus
menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah
rumah kurang iebib sepuluh fahun lamanya;

4. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan sudah tidak ada
saling pengertian masalah ekonomifnafkah;

5. Bahwa Pemohcn sudah tidak sangoup tagt untuk membina rumah tangga
dengan Termohon;

§. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan rumabh iangga antara
Pemohon dengan Termchon sudah dilakukan dengan meminta bantuan
keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termehon
sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai
kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin
dapat terwujud;

Maka berdasarkan hakhal tersebut di atas, mehon dengan homat
sudilahkiranya Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan untuk
memeriksa dan menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
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2. Menetapkan memberi izin kepada Permehon [IEENEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGE
_ untuk ikror menjatuhkan thalak terhadap Termohon -
I

3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa daiam perkara aguo, Pemohon tefah menguasakan kepada
kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di JI. Asrama Nyantong, Gang Pemuda Ne. 82 Rt. 02 Rw.
07.Kelurahan Kahuripan, Kecamalan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus terianggal 24 Okiober 2016, dan telah terdaitar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomer
1798/Req K/2016/PA. Tmk. tanggal 27 Oktaber 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartlu Tanda Pengenal Advckat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Permohon dmwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Momor 1621/Pdt.G/2016/PA. TmK tanggal 07
Nopember 2016 dan 22 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya ifu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melaiui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada datil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohen;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

- selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemaohan yang maksud dan isinya tetap diperiahankan oleh Kuasa Pemechon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohgn telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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a. Fotokopi KTP atas nama [
(Pemohon) Nomor :_ Tanggal 29 April 2013 yang

dikeluarkan cleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup dan telah dicocockkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, laiu oleh Ketua Majelis diberi tanda £.9;

b. Fotokopi Kutipan Akia Nikah Nomor ; 10741601978 Tanggal 05 Oktober
1978 vyang dikeluarkan oleh Kantor UWusan Agama Kecamatan
Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telal diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang fernyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan
dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. _ umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cidahu RT. 002 RW. 003
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya membenkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan  memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
05 Oktober 1978;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 7 orang anai ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebth sejak tahun 2002, sudah tidak rukun fagi sering terjadi
perengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termmohon
tersebut pernah lihat dan dengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Temmohon disebabkan
karena masalah ekonomi, Temnchon tidak menernma keadaan

Pemohan yang tidak mampu,
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Bahwa, saksi mengetahui antara Pemchon dan Termchon sudah
pisah rumah selama 10 tahun lamanya sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan FTemmohon
sudah fidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. — umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, tempat kediaman di Kp. Bebedahan If RT. 002 RwW. D06
Kelurahan Lengkongsan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebiagai berikut;
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Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiiki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu:

Bahwa, saksi mengetahui Pemchon dan Fermohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 35 Oktober 1578;

Bahwa, saksi mengetahui dan perkawinan Pemohon dan Tesrmohon
telah dikaruniai 7 orang anak ;

Bahwa, saksi mengetahui umah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tabun 2002 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termchon sudah pisah rumah sefama 10 tahun
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohaon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemchon dan Termchon
tersebut pemanh lihat dan dengar langsung;

Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termchon disebabkan karena masalah ekonomi,
Temmohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang
memberi nafkah;

Bahwa, pihak keluarga sudab ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohen dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup fagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada pemnohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sehagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 24 Okilober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1798/Reg.K/2016/PA. Tmk. tanggal 27 Oktober 2016, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1994 ientang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
temyala tefah sesuai dengan Ketentuan Pasat 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tenfang Advokat, cleh kargna itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi zin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Temmohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai keteptuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Termohon {versiek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 656 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompitasi
Hukum fslam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemchon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmenis akan tetapi fidak berhasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohen tidak pemah hadie di
persidangan daiam perkara aquo, maka Maielis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena satah satu syarat agar mediasi
dapat difaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat {1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Temnchon dapal dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohen untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membukiikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P.2 serta dua crang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kariu Tanda Penduduk) yang
merupakan akia otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukfi tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 185 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempuma dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachi);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akia otentik, telah bermelerai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukii tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagat suami ister, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskrachtfy,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Majelis Hakim peru mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-crang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termmohon,;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemochon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termchon sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompiiasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menémbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemchon dan Termohon serta mengenai keadaan rumahb tangga Pemchen dan
Termohen, adalah fakta yang pemah lihat dan dengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan
pembukiian dan dapat diterima sebagai alat bulkdi;

Menimbang, bahwa sakst 2 Pemohen, adatah keluarga atau crang dekat
Pemochon dan atau Termchon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peratusan
Pemerintah Nomor & Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kaompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemchon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemchon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohen dan
Temchan, adalah fakta yang pemah lihat dan dengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, cleh karena itu kelerangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR =ehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dain Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

j#

Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
Bahwa Pemohon dan Termchon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 05 Oktober 1978 di Kecamatan Tasikmalaya;
Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
telah dikaruniai 7 orang anak ;
Bahwa rumah tangga Pamohon dengan Termohon sejak tahun 2002
hingga saat ini sudah tidak rukun Yagi sefing berselisih dan bertengkar,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan
Pemohon yang tidak mampu;
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun lamanya dan selama
itu pula keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan
hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami
isteri;
Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohan dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga uatuk
merukunkan Pemohon dan Temrmohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohen bersikukuh ingin bercerai dengan Termaohon;
Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohan dan Termohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkar: fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Pemchon dan Termohon beragama lIslam dan Temnohos
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Xota
Tasikmalaya;
Bahwa Pemohon dengan Termchon adalah pasangan suami isteni yang
sah,
Bahwa dalam sumah {angga Pemohon dan Termohon sudah tidak mukun,
telah tetjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, rumah iangga Pemohon dan Temmohon telah pecah (mamiage
breghkdowm sehingga rumah iangga antara Pemohan dengan Temohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi {(onheef baar
tweespalf);
Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum diatas majelis dapat

mengkaonsiituir sebagai berikut;

Bahwa Pemchon dan Termohon beragama lglam dan Terrmohon
betempat ftinggal di wilayah yuridiksi Pengaditan Agama Kola
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan {2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1589 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Pemohon dengan Termchon adalah suami isteri yang sah dan
belum pemah teradi perceraian menuwrut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomeor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingar untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
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Disclaimer

pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
dijatunhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memben izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohen di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotz
Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang diatuhkan oich
seorang suami terhadap istert atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj’i adalah suami berhak ryjuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan ister tidak dapat
hidup bersama kemiaii, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk menginmkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termohon berternpat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemchon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peracilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya seragaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILL

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
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